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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1 Rangkuman  

Berdasarkan pembahasan pada bab III mengenai Tingkat Partisipasi Wajib 

Pajak Dalam Pelaksanaan Kebijakan Tax Amnesty Di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Karanganyar, maka penulis dapat memberikan rangkuman 

sebagai berikut: 

1. Program pengampunan pajak di Indonesia telah dilakukan sebanyak 4 

(tempat) kali, antara lain: 

a. Pengampunan Pajak tahun 1964 

Penetapan pengampunan pajak tahun 1964 melalui Penetapan 

Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan 

Pajak yang isinya bahwa untuk kepentingan Revolusi Nasional 

Indonesia dan Pembangunan Nasional Semesta Bencanapada 

umumnya serta untuk memperlancar pelaksanaan Deklarasi 

Ekonomi 28 Maret 1963 pengerahan segala dana, daya dan tenaga 

pada khususnya. Sasaran pengampunan pajak tahun 1964 adalah 

terhadap modal yang berada dalam masyarakat yang belum pernah 

dikenakan Pajak Perseroan, Pajak Pendapatan, dan Pajak Kekayaan 

yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pajak sebelum 17 

Agustus 1965 dan dikenakan tarif 10% sebagai tebusan pada saat 

itu. Namun kebijakan pengampunan pajak 1964 mengalami 

kegagalan akibat dari Gerakan Gerakan 30 September Partai 

Komunis Indonesia (G30SPKI).  

b. Pengampunan pajak tahun 1984 

Pengampunan ini hanya bertujuan untuk mereformasi atau 

pembaharuan sistem perpajakan nasional tidak bertujuan untuk 

mengejar setoran target penerimaan dalam APBN. Dengan uang 

tebusan sebesar 1% untuk wajib pajak yang telah melaporkan surat 

pemberitahuan pada saat diberlakukan peraturan pengampunan
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tersebut dan 10% untuk wajib pajak yang belum melaporkan surat 

pemberitahuannya. Hasil dari pengampunan tersebut dapat 

dikatakan berhasil, pada tahun anggaran 1986/1987 penerimaan 

negara bergerak naik ke angka 61% sehingga dapat menutup 

pembiayaan negara akibat dari turunnya penerimaan minyak dan 

gas bumi yang hanya menyumbang sebesar 31%. Kenaikan 

tersebut terus berlangsung dari tahun ke tahun. Sehingga 

pengampunan pajak tahun 1984 dapat dikatakan berhasil. 

c. Sunset policy tahun 2009 

Pengampunan pajak tahun 2009 menargetkan penerimaan sebesar 

Rp 60 triliun namun hanya mampu mengumpulkan uang sebesar 

Rp 7,46 triliun. Sunset Policy tahun 2009 sebenarnya partisipasi 

dari masyarakat tidak begitu baik, wajib yang mengikuti 

pengampunan tersebut hanya bertujuan agar pajaknya tidak 

diperiksa. 

d. Tax Amnesty tahun 2016-2017 

Pertumbuhan ekonomi yang terus melambat dan pasca 

terbongkarnya penyembunyian dokumen harta yang dilakukan oleh 

perusahaan raksasa Mossack Fonseca di Panama menyebabkan 

Indonesia menyegerakan program tax amnesty, karena dianggap 

momentum yang sangat tepat. 

2. Tax Amnesty atau pengampunan pajak merupakan proses penghapusan 

pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan 

sanksi pidana dengan cara mengungkapkan Harta serta membayar uang 

tebusan.  

3. Tarif uang tebusan dibedakan menjadi 3 kategori, antara lain: 

a. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya 

sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus 

juta rupiah) pada tahun pajak terakhir antara lain: 

1) Yang mengungkapkan hartanya sampai Rp 10 miliar dikenai 

tarif sebesar 0,5%, dan  

2) Untuk harta lebih dari Rp 10 miliar dikenai tarif 2%.  
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b. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke 

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak dialihkan antara lain:  

1) sebesar 2% yang berakhir pada tanggal 30 September 2016,  

2) selanjutnya 3% mulai 1 Oktober-31 Desember 2016, dan  

3) 5% dimulai pada tanggal 1 Januari-31 Maret 2017. 

c. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu:  

1) Sebesar 4% yang berakhir pada tanggal 30 September 2016,  

2) Selanjutnya 6% untuk periode 1 Oktober -31 Desember 2016, 

dan  

3) Yang terakhir 10% sepanjang tanggal 1 Januari 2017-31 Maret 

2017. 

4. Wajib pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah 

wajib pajak yang mempunyai kwajiban menyampaikan surat 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dalam hal wajib pajak 

belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib pajak harus 

mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok 

Wajib Pajak di kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak 

bertempat tinggal atau berkedudukan. 

5. Objek dalam program tax amnesty adalah Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah 

6. Pelaksanaan tax amnesty dibagi menjadi 3 periode pelaksanaan, antara 

lain: 

a. Periode pertama pada tanggal 1 Juli – 30 September 2016, 

b. Periode kedua pada tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2016, 
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c. Periode ketiga pada tanggal 1 Januari – 31 Maret 2017. 

7. Jumlah wajib pajak yang ikut berpartisipasi dalam program tax amnesty 

2016-2017 sebanyak 2.977 wajib pajak dengan rincian 704 untuk wajib 

pajak badan dan 2273 untuk wajib pajak orang pribadi. 

 

4.2 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab III mengenai Tingkat Partisipasi Wajib 

Pajak Dalam Pelaksanaan Kebijakan Tax Amnesty Di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Karanganyar, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Setelah di persentase berdasarkan jumlah wajib pajak yang normal 

sangat jauh dari target sasaran yaitu hanya sebesar 7,17% untuk wajib 

pajak badan dan 1,44% untuk wajib pajak orang pribadi. Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar menargetkan setengah dari total 

wajib pajak yang aktif yang mengikuti program tax amnesty. 

2. Tingkat partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan tax amnesty tiga 

periode menyatakan bahwa partisipasinya cukup rendah. Meskipun 

demikian tax amnesty merupakan awal dari pembaharuan sistem 

perpajakan yang diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya partisipasi 

wajib pajak dalam membangun negara melalui pembayaran dan 

pelaporan perpajakan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Karanganyar.  

3. Penyebab rendahnya tingkat partisipasi wajib pajak dikarenakan banyak 

warga karanganyar dan perusahaan-perusahaan di karanganyar 

mendaftarkan NPWP di Kota Surakarta, sehingga mereka mengikuti 

program tax amnesty di Kota Surakarta atau tempat terdaftarnya wajib 

pajak. 
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